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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki 

beragam kebudayaan dan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, usaha 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terpisahkan dari 

usaha untuk membangun meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia yang 

dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.   

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagian besar 

aspek kehidupan bernegara bangsa Indonesia diatur berdasarkan  hukum. Demi 

upaya terwujudnya negara hukum, maka yang diperlukan perangkat hukum baik 

dalam bentuk yang tertinggi seperti Konstitusi sampai ke bentuk yang teknis, 

agar masyarakat dan penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum 

memiliki pedoman dalam bertingkah laku dan bertindak sesuai hukum tersebut.  

Perundang-undangan memiliki peranan penting di dalam negara hukum, 

terkhusus dalam mengatur, mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, karena pada prinsipnya, seseorang 

yang melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan”1.   

Maraknya tindak pidana kejahatan perlu ditanggulangi dengan baik guna 

mengurangi angka kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu jenis 

kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian.  

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang bersifat umum dan 

sering ditemui kasusnya hampir di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di 

kota-kota besar. Salah satunya tindak pidana pencurian ini dapat ditemukan di 

Kota Semarang. Kejahatan Pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah2.” 

 

Selain dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian juga diatur dalam 

pasal 363, 364 dan 365 KUHP yang meliputi pencurian dengan pemberatan, 

pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. 

Pembuktian pada hakekatnya dimulai sejak perbuatan pidana diketahui dan 

pelakunya tertangkap.  Jika unsur-unsur tindak pidana kiranya telah ada di dalam 

peristiwa hukum tersebut, maka barulah proses pemeriksaan dimulai dengan 

melakukan penyelidikan, lalu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 

                                                             
1 Moeljatno, 2008, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara. 
2 Ibid. 
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persidangan di pengadilan dan seterusnya. Pembuktian didalam hukum acara 

pidana merupakan bagian terpenting dalam menentukan nasib seorang terdakwa. 

Bersalah tidaknya terdakwa dapat ditentukan dari proses pemeriksaan 

pembuktian di persidangan.  

Dalam tulisannya Ramiyanto menyatakan bahwa pemeriksaan tindak 

pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan 

hukum pidana in concreto, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata 

di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di 

sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika 

memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana 

untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak3. 

Untuk melaksanakan proses pembuktian, dibutuhkan proses persidangan 

yang dilaksanakan secara terbuka (transparan), jujur, adil dan tidak memihak. 

Proses persidangan juga harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya 

ringan (speedy trial). Oleh sebab itu, proses yang demikian harus diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, sehingga semua orang bisa memiliki 

pengetahuan serta memahami bagaimana proses hukum bekerja. Di Indonesia 

proses demikian diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

                                                             
3 Ramiyanto, 2017, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana, dalam 

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hlm. 463. 
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Untuk itulah KUHAP mengatur mengenai aturan pembuktian termasuk alat 

bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam poses 

persidangan.  

Aturan hukum pembuktian adalah ketentuan atau aturan yang berisi 

pedoman tentang tata cara yang terdapat dalam undang-undang dan dibenarkan 

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada seorang terdakwa. 

Dalam aturan tentang pembuktian juga diatur alat-alat bukti yang dapat 

digunakan dan dibenarkan dalam undang-undang dan yang dapat dipergunakan 

hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa4. Alat-alat bukti tersebut diatur 

dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni 

Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa, 

merupakan alat bukti yang sah.  

Pandemi Corona virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) yang 

terjadi pada awal Tahun 2020 menimbulkan permasalahan  pada hampir seluruh 

aspek kehidupan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah kasus penderita 

Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia membuat berbagai aturan dan kebijakan, 

mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan aturan 

protokol kesehatan masa kelaziman baru (new normal). Protokol kesehatan yang 

saat ini dicanangkan oleh pemerintah yakni dengan melakukan 3 (tiga) M yakni  

menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (social distancing). 

                                                             
4 Alcadini Wijayanti, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro, 2012, “Perkembangan Alat Bukti dalam 

Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap 

KUHAP”, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 1 Nomor 4, hlm. 4. 
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Penerapan pembatasan sosial ini juga diupayakan oleh peradilan yang 

sebagai pemutusan mata rantai penularan Covid-19, sehingga pada masa 

Pandemi Covid-19 ini, Pengadilan melakukan tata cara atau proses persidangan 

pidana yang berbeda dengan proses yang sebagaimana mestinya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yakni dengan cara on-line. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari adanya kerumunan orang di dalam persidangan yang menyebabkan 

risiko penyebaran infeksi Covid-19 semakin meningkat.  

Mengenai proses persidangan secara online ini, Anggita Doramia 

Lumbanraja mengemukakan pendapat sebagai berikut: 

Meskipun tidak memberlakukan total lockdown, saat pandemi tidak 

mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (seperti 

dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi 

menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak 

dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang 

telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, 

yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal 

ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada 

teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada 

para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang 

sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah 

menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk 

tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak 

hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya 

bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara 

daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan5. 

 

Dalam hal ini PERMA No. 1 tahun 2019 aplikasi e-court atau e-litigation 

sesungguhnya hanya ditujukan kepada persidangan perkara perdata dan tata 

                                                             
5 Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online 

di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Crepido, Vol. 2, Nomor 1 Juli 

2020, hlm. 47. 
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usaha negara yang dalam perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang 

sedang ditahan. E-litigation belum diterapkan secara khusus kepada perkara-

perkara pidana, dikarenakan perkara pidana melibatkan Hak Asasi Manusia 

terdakwa yang sedang dalam masa tahanan.  

Untuk itulah dalam kesempatan ini, sungguh menarik untuk meneliti 

bagaimana jalannya pembuktian perkara pidana khususnya tindak pidana 

pencurian yang pemeriksaannya dilaksanakan secara online atau melalui virtual-

courts atau dengan menggunakan cara telekonferensi atau video-conference 

dengan meneliti bagaimana proses pembuktian indak pidana pencurian yang 

dilaksanakan melalui persidangan secara online dan hambatan apa saja yang 

ditemui hakim dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian yang 

dilaksanakan melalui persidangan secara online.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul  “Tinjauan tentang Proses Pembuktian Tindak 

Pidana Pencurian yang Dilaksanakan Melalui Persidangan Secara Online 

(Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg di Pengadilan Negeri 

Semarang).”   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah dasar hukum Hakim memeriksa dan melaksanakan proses 

persidangan tindak pidana pencurian secara online di Pengadilan Negeri 

Semarang? 

2. Bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan 

melalui persidangan secara online tersebut dijalankan di Pengadilan Negeri 

Semarang? 

3. Apa saja hambatan yang ditemui hakim dalam proses pembuktian tindak 

pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan secara online di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim memeriksa dan 

melaksanakan proses persidangan pembuktian tindak pidana pencurian secara 

online di Pengadilan Negeri Semarang. 

2. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencurian yang 

dilaksanakan melalui persidangan secara online dijalankan di Pengadilan 

Negeri Semarang. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui hakim dalam proses pembuktian 

tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan secara online 

di Pengadilan Negeri Semarang. 
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D. Manfaat/Kegunaan  Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Sebuah penelitian harus berguna bagi semua pihak, tidak hanya 

bermanfaat bagi penelitian saja. Penelitian dalam penulisan hukum ini 

diharap dapat memberi manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

hukum bagi Penulis dan Masyarakat mengenai proses pembuktian dalam 

persidangan secara online, serta memberikan pengetahuan dan informasi 

bagi peneliti lain yang membutuhkan data terutama yang berkaitan dengan 

penelitian serta memberikan dasar-dasar dan landasan penelitian lebih lanjut 

tentang proses persidangan pembuktian tindak pidana pencurian secara 

online di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan kajian ilmu hukum khususnya tentang pembuktian tindak 

pidana pencurian secara online di Pengadilan Negeri Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bahan bagi 

Masyarakat tentang hukum di Indonesia serta dapat memberikan informasi 

dan gambaran nyata tentang dasar pertimbangan hakim memeriksa dan 

melaksanakan proses persidangan pembuktian tindak pidana pencurian 

secara online di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan bagaimana proses 
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pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan 

secara online. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode merupakan kata yang menunjuk pada teknik  yang digunakan 

dalam penelitian yakni seperti survey, wawancara, dan observasi6. Metode 

penelitian dalam hal ini berisi langkah-langkah Penulis dalam melakukan 

penelitian ini, yang mana digunakan dalam meneliti sebuah kasus hukum atau 

dalam penelitian studi kasus hukum. Metode penelitian ini dilakukan sebagai 

upaya penelitian studi kasus yang berusaha menemukan jawaban tentang proses 

pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan 

secara online di Pengadilan Negeri Kota Semarang.  

Berikut adalah tahapan-tahapan metode penelitian yang digunakan oleh 

Penulis: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan kualitatif, dimana pembuktian dari suatu kejadian atau realita 

dalam bentuk deskriptif dan tidak memperhatikan dan  mengedepankan 

angka-angka statistik. Model studi kasus dalam penelitian merupakan suatu 

proses untuk memahami, menelaah, menjelaskan, dan menguji yakni secara 

                                                             
6 J.R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta: PT. 

Grasindo, hlm 1.   
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komprehensif, insentif dan rinci tentang suatu individu, kelompok atau 

peristiwa tertentu yang bersifat khusus atau spesifik7. Penjelasan lain 

mengenai metode kualitatif ini menurut Petrus Soerjowinoto dkk. adalah suatu 

metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan 

masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan 

holistik8. Metode ini mendasarkan pada pengumpulan informasi mengenai 

subjek dan objek penelitian yang diperoleh melalui interaksi langsung dari 

sumber data  yakni dengan observasi dan wawancara mendalam. 

Dengan metode ini maka diharapkan hasil penelitian mampu 

memberikan gambaran terkait objek yang diteliti yakni proses pembuktian 

tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan secara online 

di Pengadilan Negeri kota Semarang. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penulis memilih spesifikasi untuk penelitian ini dalam bentuk deskriptif 

analitis, dimana Penulis memberikan gambaran sistematis fakta dan 

karakteristik subjek maupun objek secara runtut, rinci dan menyeluruh. Hal 

yang digambarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuktian 

tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan secara online 

di Pengadilan Negeri kota Semarang. 

                                                             
7 Lihat dalam I Wayan Suwendra, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, 

Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, Bali; Nilacakra, hlm 35.  
8 Petrus Soerjowinoto, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik 

Soegijapranata, hlm. 7.  
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Gambaran tersebut kemudian dianalisis mengunakan bahan pustaka 

serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 

Pengadilan Secara Elektronik (disingkat menjadi PERMA Sidang Pidana 

Online). PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara 

pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun 

jinayat secara daring (online).  

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai proses 

pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan 

secara online di Pengadilan Negeri kota Semarang. Adapun elemen penelitian 

adalah hakim Pengadilan Negeri kota Semarang yang mengadili kasus 

pencurian, berkas putusan dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kasus tersebut. 

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Data 

Primer dan Data Sekunder. Data sekunder adalah data utama yang digunakan 
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dalam penelitian. Data primer dan data sekunder akan dikumpulkan dengan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data pendukung yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asalnya. Teknik pengumpulan data primer ini 

dilakukan melalui metode wawancara secara mendalam (indepth-

interview). Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan 

cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber berkaitan 

dengan penelitian yang diteliti.  

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang 

diwawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai yakni hakim Pengadilan 

Negeri Semarang yang mengadili kasus Tindak Pidana Pencurian yang 

pemeriksaan atau persidangannya dilaksanakan secara online, terutama 

kasus yang menjadi fokus dalam penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber 

hukum yang saling berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian 

atau objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 

studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun secara keseluruhan bahan 

hukum dipaparkan sebagai berikut: 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan 

hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif 

yang artinya diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Bahan hukum 

primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Persidangan Elektronik; 

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 

Elektronik; 

e) Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, 

Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang 

Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka 

Pencegahan Covid-19 tertanggal 13 April 2020; 

f) Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 
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g) Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Smg 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum pendukung guna 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dapat berupa buku-buku karya ilmiah dan 

jurnal yang terkait dengan tema yang diajukan dan hasil penelitian 

yang relevan dan dapat menjadi rujukan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung guna 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, 

kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris (saat dibutuhkan), dan 

informasi tambahan yang diperoleh dari media internet. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah, diperiksa dan dipilih. 

Kemudian data akan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan 

dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Tahapan dalam  pengolahan 

data adalah sebagai berikut: 

a. Menyunting data yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 
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dari data-data yang terkumpul pada hasil penelitian terutama segi 

kelengkapan kejelasan arti, dan kesesuaian data. 

b. Mengorganisir data, yaitu mengatur dan menyusun data dan 

mengelompokkan serta mengkategorisasikan sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan bahan yang lengkap dan sistematis. 

c. Menyajikan data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang diperoleh dan 

disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis 

yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan  pembuktian dari 

suatu kejadian atau realita dalam bentuk deskriptif dan tidak memperhatikan 

dan mengedepankan angka-angka statistik atau perhitungan secara matematis. 

Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara, teori serta pendapat para ahli, 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pembuktian tindak 

pidana pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan secara online di 

Pengadilan Negeri kota Semarang.  

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Supaya dapat tersusun secara sistematis dan memudahkan pembaca, maka 

sistematika penulisan Skripsi ini disusun sebagai berikut: 
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Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi pembuktian dalam 

perkara pidana, Alat-alat bukti yang sah dalam Perkara pidana, Persidangan 

Perkara Pidana secara Online, Pengertian dan Unsur-unsur tindak pidana 

pencurian, Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus 

Perkara pidana, Tugas dan kewenangan hakim. 

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang 

berisi dasar hukum pertimbangan Hakim memeriksa dan melaksanakan proses 

persidangan pembuktian tindak pidana pencurian secara online di Pengadilan 

Negeri Semarang, proses pembuktian tindak pidana pencurian yang dilaksanakan 

melalui persidangan secara online dijalankan di Pengadilan Negeri Semarang, 

dan hambatan yang ditemui hakim dalam proses pembuktian tindak pidana 

pencurian yang dilaksanakan melalui persidangan secara online di Pengadilan 

Negeri Semarang 

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi simpulan dan saran Peneliti 

terhadap masalah yang diajukan. 

Pada akhir skripsi, akan dilampirkan Daftar Pustaka dan beberapa berkas 

penting dan dokumentasi yang terkait dengan Penelitian sebagai lampiran. 
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